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PENETAPAN
Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sry

Z S\ 2
bl 5
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut
dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Muhammad Erwin bin H. Abdul Karim, tempat tanggal lahir Pontianak,

13 Mei 1997, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan
swasta, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di Jalan
Trans Kalimantan, Parit Masigi, RT. 005, RW. 002, Desa
Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang,
Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon I;

Destiana binti Tuki, tempat tanggal lahir Sungai Layang, 10 Desember
1996, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Jalan
Trans Kalimantan, Parit Masigi, RT. 005, RW. 002, Desa
Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang,
Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon II;

Pemohon | dan Pemohon Il selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01
Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya
pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 25/Pdt.P/2021/PA.Sry,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon | dengan Pemohon Il telah menikah menurut tata cara

agama Islam pada tanggal. 11-09-2015 di rumah Pemohon Il, Kecamatan
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Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya sebagai wali nikah Pemohon II
Tuki selaku Pemohon |l dan disahkan oleh 2 (dua) saksi yang
masing-masing bernama Ahmad dan Masurat didepan penghulu nikah
bernama Abdul Karim (ALM) dengan mahar berupa uang sebesar Rp
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa, pada saat menikah, Pemohon | berstatus perjaka (Muhammad
Erwin) dan Pemohon Il berstatus gadis (Destiana);

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il tinggal di kediaman
orang tua Pemohon Il di Kecamatan Sungai Ambawang sekitar 2 (dua)
tahun dan sekarang tinggal di rumah kediaman milik bersama dari tahun
2017 hingga sekarang;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il hidup
dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perceraian dan
tetap beragama islam sampai sekarang;

5. Bahwa, setelah menikah Pemohon | dan Pemohon Il telah bergaul dengan
baik sebagaimana layak suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak.yang bernama:

5.1. Qurrotu A'yun lahir pada tanggal 06-05-2016;

6. Bahwa, antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak terdapat larangan kawin,
baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan
perkawinan atau persusuan (musahharoh) dan tidak terdapat halangan
kawin menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa, sejak Pemohon | danPemohon Il menikah sampai saat ini tidak
pernah ada orang lain yang keberatan atau pun yang menggugat
pernikahan tersebut;

8. Bahwa, untuk Kkeperluan bukti pernikahan yang sah menurut
Undang-Undang Perkawinan dan untuk pembuatan Buku Nikah dan Akta
Kelahiran Anak, maka Pemohon | dan Pemohon Il mohon agar Majelis
Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya mengabulkan permohonan itsbat
dengan mengesahkan pernikahan antara Pemohon | danPemohon Il agar

dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang;
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9. Bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il sanggup membayar seluruh biaya
yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Para Pemohon
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon lI;

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon | Muhammad Erwin bin H.
Abdul Karim dengan Pemohon Il Destiana binti Tuki yang dilaksanakan
pada tanggal 11-09-2015 di rumah orang tua Pemohon Il di Kecamatan
Sungai Ambawang Kabupaten.Kubu Raya;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya
permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari
sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak
lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya
sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir
sendiri di persidangan;

Bahwa, Para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya,
selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah
mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon | NIK
6112031505970001, yang dikeluarkan tanggal 27 Juli 2016 oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah
bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkkan dan
sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il NIK
6108105012960001, yang dikeluarkan tanggal 04 Januari 2018 oleh

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya,
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telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen), telah dicocokkkan dan

sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6112032205170003, yang dikeluarkan
tanggal 22 Mei 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegellen),
telah dicocokkkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4. Asli Surat Keterangan Pernah Nikah nomor 14.5/004/05/I/Pem-2021,
yang dikeluarkan tanggal 25 Januari 2021 oleh Kepala Desa Sungai
Ambawang, telah bermeterai cukup dan dicap pos (nazegellen), (Bukti
P.4);

B. Saksi;

1. Masurat bin Asmawi, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Desa Kapur Rt. 10 Rw. 01
Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, di depan
sidang mengaku sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah
sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya
sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon II;

— Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri;

— Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il melangsungkan akad nikah
secara Islam pada tahun 2015 di rumah Pemohon Il di Kecamatan
Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;

— Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon | dan Pemohon I
melangsungkan pernikahan;

— Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Il
bernama Tuki, ijab diwakili oleh tokoh agama setempat bernama
Abdul Karim dan kabul dilakukan oleh Pemohon I;

— Bahwa pada saat Pemohon | dengan Pemohon II melangsungkan
akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon | dan keluarga Pemohon
Il serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Ahmad
dan saksi sendiri dengan mahar berupa uang sebesar Rp 10.000,00

(sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
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— Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon
Il berstatus gadis serta Pemohon Il tidak sedang dalam pinangan
orang lain;

— Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki hubungan darah,
hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang
mengharamkan melangsungkan akad nikah;

— Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan
perkawinan Pemohon | dan Pemohon II;

— Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon
Il tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain
dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

— Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai seorang anak;

— Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum
didaftarkan ke KUA karena Pemohon | dan Pemohon Il tidak
mengerti pentingnya pencatatan pernikahan di KUA sehingga
mereka mengabaikannya pada saat itu;

— Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah
adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah, saat ini
mereka memerlukannya untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon,
mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan
lainnya yang;

2. Ahmad bin Jeten, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan -,
pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan
Parit Masigi Rt. 05 Rw. 02 Desa Sungai Ambawang Kuala Kecamatan
Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku
sebagai tetangga Para Pemohon, di bawah sumpahnya telah
memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon | dan Pemohon II;

— Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami isteri;

— Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il melangsungkan akad nikah
secara Islam pada 2015 di rumah Pemohon Il di Kecamatan Sungai

Ambawang, Kabupaten Kubu Raya;
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— Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon | dan Pemohon Il
melangsungkan pernikahan;

— Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung yang bernama
Tuki, ijab diwakili oleh tokoh agama setempat bernama Abdul Karim
dan kabul dilakukan oleh Pemohon I;

— Bahwa pada saat Pemohon | dengan Pemohon Il melangsungkan
akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon | dan keluarga Pemohon
Il serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah
Masurat dan saksi sendiri dengan mahar berupa uang sebesar Rp
10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

— Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon
Il berstatus gadis serta Pemohon Il tidak sedang dalam pinangan
orang lain;

— Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak memiliki hubungan darah,
hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang
mengharamkan melangsungkan akad nikah;

— Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan
perkawinan Pemohon | dan Pemohon Il;

— Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon
Il tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain
dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

— Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah dikaruniai seorang anak;

— Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il belum
didaftarkan ke KUA karena Para Pemohon tidak mengerti bahwa
pernikahan yang mereka lakukan harus dicatatkan ke KUA;

— Bahwa tujuan Pemohon | dan Pemohon Il mengajukan itsbat nikah
adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah, saat ini
mereka memerlukannya untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon,
mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta kepentingan
hukum lainnya;

Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il kemudian menyatakan cukup dengan

bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan
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sesuatu yang lain di persidangan, kecuali memberikan kesimpulan yang pada
pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada
hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang
merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon | dan
Pemohon Il adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk di bidang perkawinan yang menjadi
wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Para
Pemohon mendalilkan mengenai tempat kediaman Para Pemohon yang berada
di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 142 RB.g. maka Pengadilan Agama Sungai Raya berdasarkan
kompetensi absolut dan relatif berwenang untuk menerima, memeriksa,
mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam
tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan
Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang
Pemberlakukan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi
Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan
keberatan terhadap permohonan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim
melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon | dan Pemohon I
adalah bahwa keduanya telah menikah secara Islam pada 11 September 2015,
telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan, namun tidak tercatat di Kantor
Urusan Agama Kecamatan Sungai Ambawang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) dan
(3) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pengesahan (isbat) nikah dapat diajukan ke
Pengadilan Agama oleh orang yang tidak mempunyai akta nikah dengan salah

satu alasan karena pernikahan tidak tercatat dan dilakukan oleh orang yang
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tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Para Pemohon
secara formil telah mempunyai alasan hukum untuk diterima dan diperiksa lebih
lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut
secara formil dapat dibenarkan oleh hukum, akan tetapi persoalan berikutnya
adalah apakah pernikahan Para Pemohon yang dilaksanakan tersebut telah
memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai dengan Hukum Islam
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta
apakah pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 7, 8, 9 dan 10
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai
44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para
Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, dan P.4) serta dua
orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 merupakan akta autentik dan P.4
merupakan surat lainnya telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan
cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH
Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
tentang Bea Meterai, bukti P.1 - P.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta autentik
yang tidak dibantah sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht) terbukti Pemohon | dan Pemohon
Il masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan
Agama Sungai Raya serta Pemohon | adalah Kepala Keluarga;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi surat keterangan
Kepala Desa menerangkan Pemohon | dan Pemohon Il adalah suami istri yang
menikah pada tahun 11 September 2015, berdasarkan ketentuan Pasal 7
Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan
akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke

Pengadilan Agama, sementara Kepala Desa bukanlah pejabat yang berwenang
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mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti a quo

dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan
Para Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya tidak terhalang sebagai saksi,
telah disumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, maka
Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil
sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut juga relevan
dengan perkara ini sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh
karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan
dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon | dan Pemohon Il
yang dikaitkan dengan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka
Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 11 September 2015 menurut agama Islam di Kecamatan Sungai
Ambawang Kabupaten Kubu Raya;

2. Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak mempunyai hubungan darah,
semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan
melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang
menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon Il bernama Tuki, ijab diwakili
oleh tokoh agama setempat bernama Abdul Karim (Alm) dan kabul dilakukan
oleh Pemohon I. Pernikahan Pemohon | dan Pemohon II dihadiri oleh
keluarga Pemohon | dan keluarga Pemohon Il serta tetangga sekitar dan
yang menjadi saksi nikah adalah Ahmad dan Masurat dengan mas berupa
uang sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat menikah Pemohon | berstatus perjaka sedangkan
Pemohon Il berstatus gadis dan sama-sama beragama Islam;

4. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon | dan Pemohon Il tidak
pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak

pernah keluar dari agama Islam (murtad);
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5. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon | dengan
Pemohon Il telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

6. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk
mendapatkan bukti pernikahan yang sah saat ini mereka memerlukannya
untuk mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dalam permohonan
pengesahan nikah ini, Majelis Hakim perlu memberi pertimbangan sebagai
berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon | pada saat akad nikah belum memenuhi
syarat batas usia perkawinan yang pada dasarnya merupakan indikasi
kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan
hak dan kewajiban dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur
tersebut bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan
bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan
hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu
orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh
(dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah dan haid) dan orang
mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan
penuh tanggungjawab. Oleh karena itu Pemohon | bisa dikategorikan telah
mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu
melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih
harus disertai dengan syarat kemampuan mental, sebagai suami Pemohon |
selama 5 tahun telah menjalin rumah tangga dengan Pemohon II dan telah
mampu mendidik istri dan anak-anaknya serta menafkahi mereka, sehingga
Pemohon | dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban sebagai
seorang suami atau kepala keluarga sekaligus ayah dengan baik dan penuh
tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas
Hakim berpendapat bahwa walaupun pada saat akad nikah, Pemohon | belum

berumur 19 tahun, akan tetapi dipandang telah dewasa dan mampu
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melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh
tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas
minimal umur perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan
perundang-undangan yang berlaku pada saat Pemohon | dan Pemohon I
melangsungkan pernikahan yakni berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam sebuah pernikahan dikatakan sah
apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya, dalam Pasal 14 sampai Pasal 38
Kompilasi Hukum Islam telah ditentukan mengenai syarat dan rukun dalam
suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam aturan perundang-undangan mengenai
perkawinan di Indonesia, untuk melakukan pernikahan tidak hanya sebatas
terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan yang telah ditentukan. Namun, untuk
memenuhi tertib administrasi diharuskan untuk mencatatkan perkawinan
tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang sangat
penting dilaksanakan supaya perkawinan tersebut diakui dan dilindungi oleh
hukum, maka dengan adanya pencatatan perkawinan hak-hak sebagai warga
negara dapat terlindungi karena Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh
Kantor Urusan Agama merupakan akta autentik yang diakui oleh
undang-undang yang berkaitan erat dengan administrasi kependudukan
lainnya;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa memang sebagian masyarakat
Indonesia masih awam dan minim kesadaran hukumnya untuk mencatatkan
perkawinan mereka ke Kantor Urusan Agama dan masih ada asumsi pada
sebagian masyarakat bahwa melaksanakan pernikahan di hadapan pejabat
yang berwenang dan mencatatkan perkawinan tersebut tidaklah penting,
mereka beranggapan pernikahan yang dilaksanakan secara Islam di hadapan
imam setempat sudah cukup untuk melegalkan hubungan suami istri. Tentu
saja hal tersebut tidak tepat karena pada dasarnya pencatatan perkawinan

diperuntukan untuk kemaslahatan masyarakat itu sendiri;
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Menimbang, bahwa pada dasarnya, tidak tercatatnya perkawinan pada
Kantor Urusan Agama merupakan satu bentuk pelanggaran dari perintah
undang-undang yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, namun
apabila permohonan Pemohon tidak diakomodir, Majelis Hakim menilai akan
menyebabkan kemudharatan yang lebih besar terutama bagi anak keturunan
Para Pemohon, mereka tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum
dan hak-haknya sebagai warga negara;

Menimbang, walaupun begitu, peraturan perundang-undangan masih
membuka ruang agar pernikahan yang dilaksanakan secara Islam, memenuhi
syarat dan rukun namun tidak tercatat tersebut dapat diakui oleh hukum dengan
jalan mengajukan permohonan pengesahan (isbat) nikah, disamping itu Majelis
Hakim menilai tidak tercatatnya perkawinan mereka bukan karena suatu
kesengajaan namun kerana ketidaktahuan Para Pemohon, selain itu datangnya
Para Pemohon ke pengadilan mempertegas i'tikad baik dan kepatuhan mereka
terhadap aturan supaya perkawinan mereka diakui hukum;

Menimbang, bahwa hal yang penting dari pemeriksaan pengesahan nikah
ini adalah apakah syarat dan rukun ketika Para Pemohon melangsungkan
pernikahan sudah terpenuhi atau tidak. Dalam hukum Islam sebuah pernikahan
dikatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana telah
ditentukan dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan telah terbukti bahwa ketika
akad nikah Pemohon | beragama Islam, masih perjaka dan Pemohon Il juga
beragama Islam dan berstatus gadis serta keduanya tidak mempunyai pertalian
nasab, kerabat semenda ataupun sepersusuan sehingga tidak ada larangan
bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon | dan
Pemohon Il telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras
dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon Il adalah wali

nasab yakni ayah kandung Pemohon Il bernama Tuki, maka pernikahan
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Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal
21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung dihadiri oleh banyak
orang dan ada saksi yang ditunjuk secara khusus untuk mempersaksikan
pernikahan mereka, yakni Ahmad dan Masurat, dengan demikian telah
memenuhi ketentuan saksi pernikahan dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan
langsung oleh tokoh agama setempat dan Pemohon | telah mengucapkan kabul
secara pribadi dalam satu majelis (ittihad al-majlis), dengan demikian
pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il telah memenuhi ketentuan Pasal
14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i
berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang
berbunyi:

Jdoe salls 9 Ja W :lS; Y
Artinya: “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan
dua orang saksi yang adil’;
dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab
l'anatut Thalibin, Juz I1ll, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi

pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

4uSaS 4Ban 8] pol #1S0 Jlall g Al ) 81 Jibug
Artinya : “(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan
berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama
perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”.
Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa Pemohon |
telah menyerahkan mahar kepada Pemohon I, dalam hal ini kewajiban suami
untuk membayar mahar kepada istrinya telah terpenuhi sebagaimana maksud
Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan

syarat perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal
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(64) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum

Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, dengan

demikian Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon agar Majelis

Hakim mengesahkan perkawinan antara Para Pemohon yang dilaksanakan

pada tanggal 11 September 2015 di Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten

Kubu Raya, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon
Para Pemohon;

Memperhatikan, dalil-dalil syari dan segala ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Muhammad Erwin bin H.
Abdul Karim) dan Pemohon Il (Destiana binti Tuki) yang dilaksanakan
pada tanggal 11 September 2015 di Kecamatan Sungai Ambawang
Kabupaten Kubu Raya;

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sungai Raya pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H.
sebagai Ketua Majelis, Ai Susanti, S.H.l. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para
Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh R. llyas, S.Ag. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.
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Ketua Majelis,

Fauzy Nurlail, S.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Ai Susanti, S.H.I. Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera Pengganti,

R. llyas, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 50.000,00
Panggilan Rp 200.000,00
PNBP Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
JUMLAH Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)
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